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. Inspektur Jenderal,

. Para Direktur Jenderal;

Kepala Badan Penelitiandan Pengembangan dan PendidikandanPelatihan;
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

. Para Rektor PerguruanTinggi Agama Negeri,

. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;

. Para Ketua SekolahTinggi Agama Negeri

Kementerian Agama

SURAT EDARAN
NOMOR: 019657/SJ/B.11.3/Kp.09/8/2020

PENERAPAN USUL KENAIKAN PANGKAT DAN

USUL PENSIUN MELALUI BIRO KEPEGAWAIAN DENGAN PENERAPAN PENGGUNAAN

APLIKASI DOCUDIGITAL SEBAGAI PENDUKUNG SAPK

(SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN) PADA KEMENTERIAN AGAMA

A. Umum

1.Dalam rangka melaksanakan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: D 26-30/V
108-9/99 tanggal 20 Juli 2020 tentang Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020 serta Pelayanan kenaikan pangkat PNS dan Pensiun
PNS/Pejabat Negara secara Elektronik Pada Kementerian Agama;

2.Dalam rangka untuk menjamin kelancaran Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
Tahun 2020 serta Pelayanan kenaikan pangkat PNS dan Pensiun PNS/Pejabat Negara
secara Elektronik pada Kementerian Agama yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang telah ditentukan.

. Maksud dan Tujuan

Maksud : Sebagai pedoman dalam rangka proses penetapan Jabatan Pelaksana bagi
Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.

Tujuan : 1. Menciptakan tertib administrasi dan keselarasan dalam penetapan Pelayanan
kenaikan pangkat PNS dan Pensiun PNS/Pejabat Negara secara Elektronik |
pada Kementerian Agama;

2. Menjamin kelancaran dan keseragaman dalam penetapan Pelayanan
kenaikan pangkat PNS dan Pensiun PNS/Pejabat Negara secara Elektronik
pada Kementerian Agama.

. Ruang Lingkup

Tindak lanjut dan teknis pelaksanaan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: D 26-

30/V 108-9/99 tanggal 20 Juli 2020 tentang Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat

Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020 serta Pelayanan kenaikan pangkat PNS dan Pensiun
PNS/Pejabat Negara secara Elektronik Pada Kementerian Agama.

. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: D 26-30/V 108-9/99 tanggal 20 Juli 2020
tentang Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tahun
2020 serta Pelayanan kenaikan pangkat PNS dan Pensiun PNS/Pejabat Negara secara
Elektronik Pada Kementerian Agama.

. Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: D 26-30/V 2-9/99 tanggal

27 Desember 2019 dan D 26-30/V 108-9/99 tanggal 20 Juli 2020 tentang Batas Waktu
Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020 serta Pelayanan
kenaikan pangkat PNS dan Pensiun PNS/Pejabat Negara secara Elektronik , dengan ini
diharapkan perhatian Suadara sebagai berikut:

1. dalam peraturan....




. Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D 26-30/V 2-9/99 tanggal 27

Desember 2019 menjelaskan tentang batas waktu usul permintaan persetujuan teknis

kenaikan pangkat ditentukan sebagai berikut;

a. kenaikan pangkat periode 1 April paling lambat diterima di Badan Kepegawaian Negara /
Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara akhir Februari dan;

b. kenaikan pangkat periode 1 Oktober paling lambat diterima di Badan Kepegawaian
‘Negara / Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara akhir Agustus;

c. kenaikan pangkat yang disampaikan ke Kantor Regional Badan Kepegawaian mengikuti
kebijakan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara masing-masing.

. Pada angka 1 menjelaskan tentang batas waktu, maka diharapkan untuk usulan kenaikan
pangkat Pegawai Negeri Sipil melalui Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI tersebut
paling lambat 1 bulan sebelum periode diterima Biro Kepegawaian RI;

a. kenaikan pangkat periode 1 April paling lambat diterima di Biro Kepegawaian
Kementerian Agama RI pada tanggal akhir Februari;

b. kenaikan pangkat periode 1 Oktober paling lambat diterima di Biro Kepegawaian
Kementerian Agama RI pada tanggal akhir Agustus;

. Usul Kenaikan Pangkat yang melampaui tanggal yang telah ditentukan Surat Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor: D 26-30/V 2-9/99 tanggal 27 Desember 2019 maka tidak akan
diproses;

. Khusus bagi bagi pemangku jabatan Fungsional Madya yang berpangkat Pembina Utama
Muda golongan ruang IV/c, yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya ke Pembina Utama
Madya golongan ruang IV/d, agar terlebih dahulu diusulkan kenaikan jabatannya ke jenjang
jabatan kepada Presiden Rl yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara apabila tersedia formasi yang di usulkan melalui Biro Kepegawaian
Kementerian Agama RI;

. Mengacu kepada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara D 26-30/V 108-9/99 tanggal 20
Juli 2020 tentang Pelayanan kenaikan pangkat PNS dan Pensiun PNS/Pejabat Negara
secara Elektronik maka;

a. mulai kenaikan pangkat periode Oktober 2020, untuk golongan [V/ic ke bawah
menyampaikan usulan melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan
mengunggah dokumen dalam format pdf dengan standar nama file yang telah ditentukan
melalui https://docudigital.bkn.go.id

b. mulai kenaikan pangkat periode Oktober 2020, untuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak (SPTJM) di tandangani oleh Pejabat Tinggi Pratama (eselon lI), kecuali untuk
Sekolah Tinggi di tandangani oleh Ketua Sekolah Tinggi, tentang kebenaran dokumen
yang diupload pada aplikasi https://docudigital.bkn.go.id (Per Nomor Usulan dalam SAPK)
untuk setiap pengantar Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang
disampaikan ke BKN.

c. penilaian Kinerja PNS yang memuat Pejabat Penilai dan Capaian Kinerja setiap pegawai
di input pada menu peremajaan data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

d. dalam proses kenaikan pangkat ini, jika terjadi perubahan strata pendidikan (S-1 sampai
S-3) maka tidak dapat dilakukan bersamaan dengan kenaikan pangkatnya, hal yang
harus dilakukan adalah proses penambahan gelar atau pencatuman gelar tersebut
melalui Bagian Mutasi Biro Kepegawaian yang harus dilakukan secara terpisah;

e. jika terjadi perubahan strata pendidikan pada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama,
maka perubahan tersebut menjadi kewenangan dari Badan Kepegawaian Negara melalui
usul dari Biro Kepegawaian Kementerian Agama.

f. untuk pengajuan dan pemberkasan kenaikan pangkat dan pensiun, mulai usulan masuk
tanggal 1 Agustus 2020 menggunaken apiikasi pendamping Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK) yang dapat dibuka pada hitps://docudigital.bkn.go.id dengan
mengunggah dokumen dalam format pdf dengan standar nama file yang telah ditentukan
sesuai dengan jenis kenaikan pangkat dan jenis pensiunnya, dengan kode data
penunjang keterkaian docudigital data terlampir.

g. penggunaan sistem.....




g. penggunaan sistem Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan
https://docudigital.bkn.go.id yang berkaitan dengan kenaikan pangkat serta pensiun
menggunakan user id dari Biro Kepegawaian, keterkaian hal tersebut admin SAPK pada
Unit Satuan Kerja berkordinasi dengan pengelola kepegawaian pada bagian Mutasi
pegawai Biro Kepegawaian keterkaian dengan penggunaan user id tersebut dan
penggunaan no telp. pengelola kepegawaian berkaitan dengan hal tersebut.

h. penggunaan sistem Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan
https://docudigital.bkn.go.id dalam proses kenaikan pangkat serta pensiun:

(1). Satuan Kerja menginput data PNS yang akan kenaikan pangkat dan pensiun pada
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) menggunakan user id dari
konseptor dengan tanpa mengklik proses.

(2). Satuan kerja mengupload kelengkapan data PNS yang akan kenaikan pangkat dan
pensiun pada https://docudigital.bkn.go.id dengan menggunakan user id dan no.
Telp dari pengelola kepegawaian dari Biro Kepegawaian.

(3). Satuan Kerja mengirimkan data berkas berupa Nota usul, SPTJM per nomor

SAPK yang dimana SPTJM tersebut sebagai daeser pejebat yang
berwenang pada Biro Kepegawaian untuk menandatangani Nota usul tersebut.

(4). cara penggunaan secara detail https:/d igital.bkn.go.i dapat di lihat
bt ly/ igital
(5). hal-hal yang berkaiatan dengan penerapan Wil igital.bkn.go.id dapat

dikordinasikan dengan pengelola kepegawaian pada Biro Kepagawaian.

6. Penetapan Angka Kredit harus sesuai dengan peraturan dan pemberian jumiah angka kredit
tidak melebihi jenjang jabatan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pada pasal 81 menjelaskan bahwa
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional keahlian dan Jabatan Fungsional keterampilan
melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi
Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi
pembina;

b. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

c. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;

d. Pengangkatan Jabatan Fungsional keahlian dan Jabatan Fungsional keterampilan
harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk Jabatan
Fungsional yang akan diduduki;

8. Jika Pejabat Pratama (eselon I) berhalangan tetap, maka penanda tangan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) :

a. pada dilingkungan Kementerian Agama pusat maka ditanda tangani oleh Pejabat
Pratama yang setara yang berada di lingkungan Kementerian Agama Pusat,

b. pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi maka ditandatangan oieh
Kepala Biro Kepegawaian;

c. pada Perguruan Tinggi Kementerian Agama Negeri maka ditanda tangani oleh
Kepala Biro Kepegawain,

d. pada Sekolah Tinggi Kementerian Agama Negeri maka di tanda tangani oleh
Kepala Biro Kepegawaian,

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Tembusan:
Yth. Menteri Agama Republik Indonesia.




Kenaikan pangkat jabatan fungsional tertentu
Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir * WAJIB

Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) Per. Tahun * WAJIB

Surat Keputusan Kenaikan Jabatan * WAJIB
SK Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional

Sertifikat Diklat Dasar (Sesuai Jenjang)

Surat Keputusan Pengangkatan Kembali Jabatan
Fungsional

Surat Keputusan Inpassing Nama Jabatan

Surat Keputusan Pengangkatan dalam jenjang Ahli
Sertifikat Diklat/Uji Kompetensi Penjenjangan
Penetapan Angkat Kredit (PAK) Dasar Pengangkatan
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas

Penetapan Penilaian Angka Kredit

KENAIKAN PANGKAT KPO

Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir * WAJIB
KENAIKAN PANGKAT STRUKTURAL

SK Pengangkatan Dalam Jabatan Terakhir & Surat
Pernyataan Pelantikan (2 Dokumen) * WAJIB

Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir * WAJIB
Surat Tanda Lulus Ujian Dinas

Surat Keputusan Pemberhentian Jabatan Fungsional

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat * WAJIB

Uraian Tugas yang Ditetapkan Pejabat Setingkat
Eselon Il * WAJIB

Surat Keputusan Izin Belajar * WAJIB

Surat Keputusan Tugas Belajar * WAJIB

ljazah dan Transkrip Nilai * WAJIB

Akreditasi Program Studi * WAJIB

Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir * WAJIB

Surat Keputusan Pemberhentian Jabatan Fungsional

KENAIKAN PANGKAT SEDANG TUGAS BELAJAR
Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir * WAJIB

Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan
Pamharhantian Iahatan * WA IR

Nama File Dokumen

SKKP_NIPBARU.pdf
PAK_NIPBARU.pdf
SKNAIKJAB_NIPBARU.pdf
SKJF1_NIPBARU.pdf
SERLATSAR_NIPBARU.pdf
SKJFKEMBALI_NIPBARU.pdf
SKINPASS_NIPBARU.pdf
SKALIHJEN_NIPBARU.pdf
SERDIKLAT_NIPBARU.pdf
PAK1_NIPBARU.pdf

SPTJMPAK_NIPBARU.pdf

SKKP_NIPBARU.pdf

SKLANTIK_NIPBARU.pdf

SKKP_NIPBARU.pdf
STLUD_NIPBARU.pdf
SKHENTIJF_NIPBARU.pdf

STLUPKP_NIPBARU.pdf

URAITGS_NIPBARU.pdf

SKIZNBEL_NIPBARU.pdf
SKTUBEL_NIPBARU.pdf

WZAKHIR_NIPBARU.pdf

AKREDPT_NIPBARU.pdf
SKKP_NIPBARU.pdf

SKHENTIJF_NIPBARU.pdf

SKKP_NIPBARU.pdf

SKJAB_NIPBARU.pdf




Surat Keputusan Pemberhentian Jabatan Fungsional

Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan
Struktural

KENAIKAN PANGKAT SETELAH TUGAS BELAJAR

Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir * WAJIB

Uraian Tugas yang Ditetapkan Pejabat Setingkat
Eselon Ii * WAJIB

Surat Keputusan Tugas Belajar * WAJIB

ljazah dan Transkrip Nilai * WAJIB

Akreditasi Program Studi * WAJIB

SKHENTIJF_NIPBARU.pdf

SKHENTISTR_NIPBARU.pdf

SKKP_NIPBARU.pdf

URAITGS_NIPBARU.pdf

SKTUBEL_NIPBARU.pdf
IJZAKHIR_NIPBARU.pdf
AKREDPT_NIPBARU.pdf




PENSIUN

BUP KPP

Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) *
WAJIB

Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses
Pidana/ Pernah Dipidana * WAJIB

SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi
Kerja 1 (Satu) Tahun Terakhir * WAJIB

Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi HD Tingkat
Sedang/ Berat * WAJIB

Surat Keputusan CPNS * WAJIB

Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir *
WAJIB

Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja

SK Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan
Fungsional

Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Jabatan

Surat Keputusan Masa Persiapan Pensiun

BUP NON KPP

Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) *
WAJIB

Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses
Pidana/ Pernah Dipidana * WAJIB

Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi HD Tingkat
Sedang/ Berat * WAJIB

Surat Keputusan CPNS * WAJIB

Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir *
WAJIB

SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi
Kerja 1 (Satu) Tahun Terakhir

Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja

SK Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan
Fungsional

Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Jabatan

Surat Keputusan Masa Persiapan Pensiun

PENSIUN NON BUP JANDA/DUDA NON KPP

Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) *
WAJIB

Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses
Pidana/ Pernah Dipidana * WAJIB

Surat Keputusan CPNS * WAJIB

Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir *
WAJIB

SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi
Kerja 1 (Satu) Tahun Terakhir

Nama File Dokumen

DPCP_NIPBARU.pdf
SUPERPDNA_NIPBARU.pdf
SKP1THN_NIPBARU.pdf

SUPERHD_NIPBARU .pdf

SKCP_NIPBARU.pdf
SKKP_NIPBARU.pdf

SKPMK_NIPBARU .pdf
SKJF1_NIPBARU.pdf

SKJAB_NIPBARU.pdf

SKMPP_NIPBARU.pdf

DPCP_NIPBARU.pdf
SUPERPDNA_NIPBARU.pdf
SUPERHD_NIPBARU.pdf

SKCP_NIPBARU.pdf
SKKP_NIPBARU pdf

SKP1THN_NIPBARU.pdf

SKPMK_NIPBARU.pdf
SKJF1_NIPBARU.pdf

SKJAB_NIPBARU.pdf

SKMPP_NIPBARU .pdf

DPCP_NIPBARU.pdf
SUPERPDNA_NIPBARU.pdf

SKCP_NIPBARU.pdf
SKKP_NIPBARU.pdf

SKP1THN_NIPBARU.pdf




Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi HD Tingkat
Sedang/ Berat

Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja

SK Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan
Fungsional

Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Jabatan

Surat Keterangan Kematian

PENSIUN NON BUP JANDA/DUDA KPP

Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi HD Tingkat
Sedang/ Berat * WAJIB

Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) *
WAJIB

SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi
Kerja 1 (Satu) Tahun Terakhir * WAJIB

Surat Keterangan Kematian * WAJIB

Surat Pernyataan Disiplin * WAJIB

Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses
Pidana/ Pernah Dipidana * WAJIB

Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir *
WAJIB

Surat Keputusan CPNS

Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja

Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Jabatan

PENSIUN NON BUP ANUMERTA
* WAJIB

Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses
Pidana/ Pernah Dipidana * WAJIB

SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi
Kerja 1 (Satu) Tahun Terakhir * WAJIB

Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi HD Tingkat
Sedang/ Berat * WAJIB

Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir *
WAJIB

SK Penetapan Tewas dari Pejabat Pembina
Kepegawaian * WAJIB

Surat Rekomendasi dari Dit. Status dan Kedudukan
Kepegawaian * WAJIB

Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja

SK Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan
Fungsional

Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Jabatan

Surat Keputusan Masa Persiapan Pensiun

PENSIUN NON BUP TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI (UZUR)

SUPERHD_NIPBARU.pdf

SKPMK_NIPBARU.pdf
SKJF1_NIPBARU.pdf

SKJAB_NIPBARU.pdf

SKETMATI_NIPBARU.pdf

SUPERHD_NIPBARU.pdf

DPCP_NIPBARU.pdf
SKP1THN_NIPBARU.pdf

SKETMATI_NIPBARU.pdf
SRTDISIPLIN_NIPBARU.pdf

SUPERPDNA_NIPBARU.pdf
SKKP_NIPBARU.pdf

SKCP_NIPBARU.pdf
SKPMK_NIPBARU.pdf
SKJAB_NIPBARU.pdf

null

SUPERPDNA_NIPBARU.pdf

SKP1THN_NIPBARU.pdf

SUPERHD_NIPBARU.pdf

SKKP_NIPBARU.pdf

SKTEWAS_NIPBARU.pdf
SRSKK_NIPBARU.pdf

SKPMK_NIPBARU.pdf
SKJF1_NIPBARU.pdf

SKJAB_NIPBARU.pdf

SKMPP_NIPBARU.pdf




Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) *
WAJIB

Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses
Pidana/ Pernah Dipidana * WAJIB

Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan * WAJIB

Surat Keputusan CPNS * WAJIB

Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir *
WAJIB

Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja

SK Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan
Fungsional

Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Jabatan

PENSIUN BERHENTI ATAS PERMINTAAN SENDIRI

Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) *
WAJIB

Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses
Pidana/ Pernah Dipidana * WAJIB

Surat Permohonan Berhenti atas Permintaan Sendiri
Sebagai PNS * WAJIB

Surat Keputusan CPNS * WAJIB

Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir *
WAJIB

Surat Usul Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri
sebagai PNS dari PPK * WAJIB

Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja

SK Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan
Fungsional

Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Jabatan

Surat Keputusan Masa Persiapan Pensiun

PENETAPAN CPNS UMUM

DPCP_NIPBARU.pdf
SUPERPDNA_NIPBARU.pdf
SKETMEDIS_NIPBARU.pdf

SKCP_NIPBARU.pdf
SKKP_NIPBARU.pdf

SKPMK_NIPBARU.pdf

SKJF1_NIPBARU.pdf

SKJAB_NIPBARU.pdf

DPCP_NIPBARU.pdf
SUPERPDNA_NIPBARU.pdf
SPHENTIAPS_NIPBARU.pdf

SKCP_NIPBARU.pdf
SKKP_NIPBARU .pdf

APSPPK_NIPBARU.pdf

SKPMK_NIPBARU.pdf
SKJF1_NIPBARU.pdf

SKJAB_NIPBARU.pdf

SKMPP_NIPBARU.pdf




